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Kemajuan teknologi yang cepat dan liberalisasi pasar telekomunikasi telah memicu lahirnyajenis-jenisjasa
telekomunikasi baru secara signifikan. Konsekuensinya, ketersediaan jaminan interkoneks yang reliable
antar operator, baik pada skalalokal, nasional, regional maupun internasional, merupakan prasyarat mutlak
(conditio sine qua non) bagi keberlangsungan beragam jenis layanan telekomunikasi. K etiadaan interkoneks
yang memadal antaroperator dapat menyebabkan penyelenggaraan berbagai jasa telekomunikas menjadi
terhambat dan tidak efisien karena setiap penyelenggara telekomunikas hanya dapat tersambung dengan
jaringannya masing-masing. Berakhirnya hak eksklusivitas dari TELKOM dalam penyelenggaraan jasa dan
jaringan SLJJ di Indonesia menjadikan Indosat mendapat lisensi sebagai operator sambungan lokal dan
SLJJ. Karena keterbatasan jaringan domestiknya, Indosat sangat bergantung pada interkoneksi dan
TELKOM sebagal incumbent operator agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan jasa
telekomunikasi dasar untuk melewatkan maupun menterminasi jasa. Hal ini dapat digunakan incumbent
untuk menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya dengan melakukan penolakan atau memperlambat
pemberian interkoneksi, menghalangi konsumen atau pelanggan Indosat untuk tidak melakukan hubungan
usaha dengan operator pesaing, dan menetapkan syarat-syarat interkoneksi yang tidak adil dengan tujuan
untuk mencegah dan/atau menghalangi operator lain untuk mendapatkan jasa yang bersaing, baik dari segi
harga maupun kualitas. Peraturan yang ada sudah cukup mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam
penyelenggaraan interkoneksi jasa SL.JJ dalam era duopoli ini. Untuk pengaturan kedepannya diperlukan
aturan teknis tambahan seperti pemenuhan interkoneksi secara tepat waktu, tersedianya prosedur negosiasi
interkoneks yang baku dan terbuka untuk umum, perjanjian interkoneks yang terbuka untuk umum dan
penawaran interkoneks yang transparan; dan prosedur dan jangka waktu penyelesaian sengketainterkoneksi
yang wajar.
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